
        
             

     BUPATI BANYUWANGI 

     PROVINSI JAWA TIMUR 

     SALINAN 

      PERATURAN BUPATI BANYUWANGI 

       NOMOR 6 TAHUN 2022  

     TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 11 TAHUN 2018 

TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS 

LENGKAP YANG DIBEBANKAN KEPADA MASYARAKAT 

 
                                 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
     BUPATI BANYUWANGI, 

 

 Menimbang     : bahwa dalam rangka optimalisasi dan percepatan 

pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap (PTSL) di Kabupaten Banyuwangi, perlu mengubah 

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2018 

tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap yang Dibebankan Kepada Masyarakat 

dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati. 

 
Mengingat        : 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repuhlik 

Indonesia; 

2  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 

3  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
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4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

7 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang 

Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 179) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179); 

8 Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri 

Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017, 

Nomor : 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 
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tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah 

Sistematis; 

 

9 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 

Tahun 2010 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Banyuwangi Tahun 2010 Nomor 1/B); 

10 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2018 

tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap yang Dibebankan Kepada 

Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi 

Tahun 2018 Nomor 11). 

 
                              MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 11 TAHUN 

2018 TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN 

TANAH SISTEMATIS LENGKAP YANG DIBEBANKAN 

KEPADA MASYARAKAT. 

 

                                          Pasal I 

       Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Bupati 

Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembiayaan 

Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Yang 

Dibebankan Kepada Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten 

Banyuwangi Tahun 2018 Nomor 11) disisipkan 1 (satu)  

pasal, yakni pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 10A 

(1) Bupati memberikan pembebasan Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat 

pemohon atau peserta PTSL. 

(2) Pemberian pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah 

dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat pemohon atau 

peserta PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dalam hal pengakuan hak atas tanah terjadi 

karena konversi hak. 
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(3) Tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), konversi hak yang mengakibatkan peralihan 

hak atas tanah. 

 

 

(4) Pemberian pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB) bagi masyarakat pemohon atau peserta PTSL sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

               Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Banyuwangi. 

       

Ditetapkan di Banyuwangi  

Pada tanggal 23 Mei 2022       

BUPATI BANYUWANGI, 

 

               Ttd. 

 

 IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS 

 

Diundangkan di Banyuwangi 

Pada Tanggal 23 Mei 2022              

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANYUWANGI, 

 

       Ttd. 

 

H. MUJIONO 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2022 NOMOR 6  


